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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pernikahan anak adalah perkawinan formal atau union dimana salah satu 

atau kedua dari pihak yang terlibat adalah anak-anak. United Nations Convention 

on the Rights of the Child (UNCRC) menetapkan bahwa yang disebut sebagai anak 

adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak masih banyak 

dilakukan di beberapa negara, terutama negara-negara berkembang seperti 

Pakistan. Secara umum, faktor pendorong praktik pernikahan anak adalah 

ketidaksetaraan gender, tradisi, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. 

Praktik ini lebih banyak dialami oleh anak perempuan karena adanya pandangan 

bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Tak jarang pula perempuan 

dianggap sebagai objek yang ditransaksikan untuk mengurangi beban ekonomi 

keluarga. 

Sebagai salah satu negara di dunia dengan tingkat prevalensi pernikahan 

anak yang tinggi, Pakistan telah mengupayakan berbagai usaha untuk mengatasi 

masalah ini. Salah satunya adalah dengan menandatangani dan meratifikasi 

UNCRC. Tak hanya itu, keseriusan Pakistan dan negara-negara Asia Selatan 

lainnya mengenai isu pernikahan anak ditunjukkan dengan disahkannya SAARC 

Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South 

Asia (Regional Arrangements) dan dibentuknya South Asia Initiative to End 

Violence Against Children (SAIEVAC). SAIEVAC merupakan satu-satunya 

organisasi regional Asia Selatan di bawah SAARC yang memiliki mandat untuk 
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menangani masalah kekerasan terhadap anak dengan 5 area tematik, pernikahan 

anak, pekerja anak, perdagangan anak, hukuman fisik, serta kekerasan seksual dan 

eksploitasi. Untuk mengatasi pernikahan anak, SAIEVAC memiliki mekanisme 

yang disebut sebagai Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018) 

(RAP) yang secara umum bertujuan untuk menunda pernikahan anak perempuan 

dengan meningkatkan usia minimal pernikahan untuk anak perempuan menjadi 18 

tahun. Dengan demikian, timbul pertanyaan penelitian “bagaimana upaya 

SAIEVAC dalam mengatasi isu pernikahan anak melalui pelaksanaan Regional 

Action Plan to End Child Marriage (2015-2018) di Pakistan?” 

Neoliberalisme Insitusionalis berpendapat bahwa kerja sama 

memungkinkan ketika prinsip-prinsip dan harapan dari tiap negara bertumpu pada 

satu isu tertentu. Pada prinsipnya, SAIEVAC sudah memenuhi kriteria tersebut 

melihat terfokusnya isu yang menjadi perhatian utama SAIEVAC, yaitu kekerasan 

terhadap anak. Melalui RAP, SAIEVAC pun sudah menjalankan fungsi organisasi 

internasional yaitu sebagai pengumpul informasi dan pemantau, forum, pemantau 

pelaksanaan hukum, dan penyedia sumber daya serta bantuan teknis. Dengan 

demikian, implementasi RAP oleh SAIEVAC sudah sesuai dengan teori 

Neoliberalisme Institusional dan fungsi organisasi internasional dari Karns dan 

Mingst. 

RAP memiliki beberapa bentuk aktivitas yaitu pengkajian, konsultasi, 

kemitraan, advokasi, dan pemantauan. Dalam melakukan fungsinya, SAIEVAC 

secara umum lebih melakukan kegiatan ‘di balik layar’ dari RAP. Kegiatan tersebut 

diantaranya seperti melakukan penelitian, melaksanakan forum-forum atau 
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konsultasi, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan lainnya. 

Kegiatan yang bersifat akar rumput didelegasikan kepada mitra-mitra seperti Non 

Governmental Organization (NGO), Civil Society Organization (CSO), atau badan-

badan lain. Maka dari itu, untuk melihat upaya-upaya pada tingkat akar rumput, 

penelitian ini melihat pula program-program maupun aktivitas di Pakistan dalam 

pembagian waktu sebelum, saat, dan setelah pernikahan anak terjadi untuk melihat 

apakah semua aspek pernikahan anak mendapatkan perhatian dari SAIEVAC dan 

mitranya. 

Aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya pernikahan anak 

utamanya adalah pencatatan kelahiran dan pernikahan, aturan yang berpihak 

terhadap anak mengenai usia minimal untuk menikah, pendidikan bagi anak 

perempuan maupun komunitas mengenai pentingnya meninggalkan praktik 

pernikahan anak, serta partisipasi dari komunitas untuk mendorong pencegahan 

praktik pernikahan anak. Terdapat sebuah program inovatif yang menggunakan 

teknologi agar pencatatan kelahiran dan pernikahan di daerah-daerah yang terpencil 

menjadi lebih mudah. Selain itu terdapat pula program pendidikan yang 

menargetkan anak-anak putus sekolah serta network bagi para pemimpin agama di 

Pakistan. Keterlibatan pemimpin agama dianggap vital karena besarnya pengaruh 

mereka terhadap cara pandang maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Pakistan. 

Namun pada pelaksanaannya belum ada network pemimpin agama yang secara 

khusus membahas mengenai anjuran untuk tidak melakukan pernikahan anak. 

Aktivitas bagi anak perempuan yang terikat pernikahan diantaranya adalah 

penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan dan informasi mengenai kesehatan 
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seksual dan reproduksi, keluarga berencana, serta perlindungan dari kekerasan 

dalam rumah tangga. Terdapat beberapa program yang menyediakan pelayanan 

kesehatan seksual dan reproduksi serta keluarga berencana yang membawa hasil 

positif. Namun aspek perlindungan terhadap kekerasan bagi anak yang menikah 

masih kurang diperhatikan. Hal ini demikian karena kurangnya program-program 

yang secara khusus memperhatikan kekerasan yang dialami anak perempuan yang 

terikat dalam pernikahan. Hal ini didorong oleh adanya pandangan bahwa urusan 

rumah tangga adalah wilayah privat. Ditambah pula dengan adanya aturan 

perceraian yang membatasi kebebasan anak perempuan untuk bisa menggugat cerai 

suami. 

Bagi anak perempuan yang telah keluar dari ikatan pernikahan, diharapkan 

adanya aktivitas yang mengakomodasi anak perempuan seperti pembangunan 

kapasitas untuk dapat kembali berintegrasi dengan komuntias dan menjadi bagian 

dari komunitas yang aktif serta tidak bergantung pada orang lain selain kemampuan 

sendiri. Namun tidak banyak program yang secara khusus memperhatikan 

kebutuhan anak perempuan pada tahap ini. Salah satu penyebabnya adalah kecilnya 

angka perceraian atau perpisahan dari anak perempuan yang menikah dini. Terdapat 

pula beberapa hambatan yang menghalangi upaya SAIEVAC beserta mitranya 

untuk menjalankan RAP secara keseluruhan di Pakistan, seperti lingkungan politik 

Pakistan yang kurang mendukung penegakan hak-hak perempuan dan anak serta 

isu regional yang menganggu berjalannya kegiatan multilateral Asia Selatan. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh SAIEVAC beserta 

mitranya di Pakistan secara keseluruhan telah menghasilkan beberapa perubahan 
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positif, seperti berkurangnya jumlah anak perempuan yang menikah dini meskipun 

dalam angka yang marginal. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan dari 

tingkat nasional maupun regional yang menghambat upaya-upaya yang dilakukan 

sehingga pengaruh yang ditimbulkan oleh RAP dapat dikatakan moderat. Selain itu 

advokasi maupun dorongan terhadap pemerintah Pakistan untuk meningkatkan usia 

minimal menikah untuk perempuan menjadi 18 tahun pun belum berhasil dicapai. 

Namun perlu ditunjukkan apresiasi kepada SAARC maupun SAIEVAC dalam 

keseriusannya untuk mengatasi masalah pernikahan anak di Pakistan melalui 

intensi untuk melanjutkan RAP. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilakukannya 

pertemuan yang memformulasikan komponen-komponen Regional Action Plan to 

End Child Marriage (2018-2023).
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